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Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Cianjur Tahun 2019, merupakan bentuk komitmen 

nyata dalam membangun sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah 

yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja  dan  Tata  

Cara  Reviu  atas  Laporan  Kinerja  Instansi  Pemerintah sebagai tindak lanjut dari 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur, menggambarkan capaian 

sasaran kinerja dan indikator tahun 2019. Terhadap capaian kinerja yang baik 

dan bermanfaat bagi masyarakat harus tetap dipertahankan dan tumbuh 

kembangkan. Sementara bagi capaian kinerja sasaran yang belum optimal 

dilihat kendala dan hambatan-hambatannya sehingga dapat diperoleh 

alternatif pemecahannya. Disadari secara substansi, redaksional maupun 

outline dalam laporan ini masih ada kekurangan, namun dengan upaya yang 

sungguh- sungguh dan segala saran, kritik dan masukan sangat kami 

harapkan untuk menyempurnakan laporan ini sebagaimana mestinya. 

Cianjur,         Februari 
 

Kepala Dinas Perumahan 
Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan 
Kabupaten Cianjur 

 

 

Ahmad Rifai Azhari, S.Sos, M.Si 
NIP. 19680102 199603 1 003 
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Dengan diberlakukannya Undang -Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir  Undang -Undang  Nomor  9 Tahun  2015  tentang  

Perubahan  Kedua atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada 

pemerintah daerah untuk mengurus dan memajukan daerahnya 

sendiri secara optimal dalam bingkai Negara Kesat uan Republik  

Indo nesia. 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas 

Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kabupaten Cianjur senantiasa mendasarkan pada peraturan 

perundang -undangan yang berlaku. Oleh karena itu seluruh 

kegiatan pemerintahan,  pembangunan dan pelayanan masyarakat 

haru s mampu dipertanggungjawabkan kepada publik baik jajaran 

Pemerintah Kabupaten Cianjur maupun masyarakat umum. 

Laporan kinerja Dinas Perumahan Rakyat,  Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kabupaten Cianjur merupakan salah satu bentuk 

pertanggungjawaban atas pe laksanaan Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

53 Tahun  2014  tentang  Petunjuk  Teknis  Perjanjian  Kinerja,  

Pelaporan  Kinerja dan Tata Cara Rev iu atas Laporan Kiner ja I nstansi 

Pem erintah sebagai tindak  lanjut  dari  Peraturan  Presiden  Nomor  29  

Tahun  2014  tentang  Sistem Akun tabili tas Kiner ja I nstansi Pem erintah. 
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Pada tahun  2019  Dinas  Perumahan  Rakyat,  Kawasan  

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur telah 

melaksanakan program dan kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut 

direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja tahun 2019 

untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan. Dengan 

kata lain setiap program/kegiatan diharapkan mempunyai kaitan 

sebab akibat dengan sasaran yang  telah   ditetapkan.
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1.1 Latar Belakang  

Salah satu elemen dalam menciptakan good governance (kepemerintahan 

yang baik) adalah akuntbilitas. Sesuai dengan Peraturan Presiden NO.24 tahun 2014 

tentang LKjIP, setiap Instansi Pemerintah diharuskan melaksanakan Akuntabilitas 

Kinerja  sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pencapaian 

tujuan organisasi perangkat daerah yang telah ditetapkan Langkah awal 

akuntabilitas kinerja adalah penyusunan Perencanaan Strategis (Renstra) tentang 

program-program prioritas yang akan dicapai satu sampai lima tahun kedepan. 

Dalam upaya mewujudkan Good governance, pengembangan dan informasi 

kinerja yang diintegrasikan dalam sistem pelaporan dan penganggaran berbasis 

kinerja, yaitu anggaran dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja 

dan kebutuhan masyarakat.  

Hal ini akan memudahkan monitoring dan evaluasi kinerja OPD yang salah 

satunya melalui penerapan LKjIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah). Sebagai bentuk 

pertanggungjawaban perjanjian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur tahun 2019 sebagaimana yang 

diamanatkan dalam Peraturan Menpan-RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas 

Laporan Kinerja, yang mewajibkan setiap entitas  Pemerintah  pusat, daerah, 

kementerian/lembaga  untuk mempertanggungjawabkan kinerjanya atas 

pelaksanaan APBN/APBD Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai 

pencapaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan selama Tahun 2019.  
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Capaian kinerja (performance results) Tahun 2019 tersebut 

diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (performance agreement) Tahun 2019 

sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Analisis atas 

capaian kinerja terhadap rencana target kinerja ini akan digunakan sebagai 

umpan balik (Feedback) perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi secara 

berkelanjutan (continuing improvement). 

1.2 Landasan Hukum 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah LKjIP adalah perwujudan 

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran 

dan tujuan yang telahditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara 

periodik, keberadaan LKjIP tersebut dilandasi oleh beberapa Peraturan, yaitu : 

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5587); 

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 
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6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang 

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah; 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja; 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No 08 tahun 2016 tentang 

pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur 

(Lembaran Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2016 No 08) 

9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 50 Tahun 2016 Tata ruang kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas Pokok Fungsi serta Tata Kerja Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Cianjur (Berita Daerah Kabupaten 

Cianjur Tahun 2016 Nomor 51) 

10. Peraturan Bupati No 76 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok Fungsi, Tata 

Kerja Unit Organisasi di Lingkungan Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur. 
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1.3 Maksud dan Tujuan 

Maksud dan tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai wujud 

pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas 

Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur 

dan sarana untuk mengkomunikasikan dan menjawab apa yang telah di 

targetkan dan bagaimana proses pencapaiannya. Permasalahan issu 

strategic pada penyelenggaraan perumahan dan permukiman ingin 

menggarisbawahi bahwa permasalahannya selain menyangkut fisik 

perumahan dan permukiman juga terkait dengan penataan ruang. Di 

dalamnya termasuk pengadaan prasarana dan sarana lingkungan, serta 

utilitas umum untuk menunjang kegiatan sosial ekonomi masyarakat.  

Hal ini diperlukan agar dapat mendorong terwujudnya keseimbangan 

antara pembangunan di perkotaan dan perdesaan, serta perkembangan  

yang terjadi dapat tumbuh secara selaras dan saling mendukung.  

Dengan keseimbangan tersebut diharapkan perkembangan ruang-

ruang permukiman responsif yang ada akan dapat ikut mengendalikan 

terjadinya migrasi penduduk.  Oleh karenanya, ke depan diperlukan 

pengembangan perencanaan dan perancangan, serta pembangunan 

perumahan dan permukiman yang kontributif terhadap pencapaian 

penataan ruang  yang disusun secara transparan dan partisipatif serta 

memberdayakan masyarakat sebagai pelaku utama. Dengan demikian 

diharapkan akan terwujud permukiman yang dapat mendukung 

perikehidupan dan penghidupan penghuninya, baik di kawasan 

perkotaan, kawasan perdesaan, maupun kawasan-kawasan tertentu 

lainnya. 
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1.4 Organisasi 

A. Struktur 

Struktur Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kabupaten Cianjur ditetapakan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 

08 Tahun 2016, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Nomor 76 

Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut dapat 

dikemukakan bahwa Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan adalah 

unsur pelaksana otonomi daerah di bidang penataan ruang, Pekerjaan Umum, 

Lingkungan Hidup, perumahan dan permukiman, air bersih dan sanitasi yang 

dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.  

 

B. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi 

Kedudukan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan 

pemukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan dan dipimpin oleh 

Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati 

melalui Sekertaris Daerah. 

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai tugas 

membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang perumahan dan kawasan 

permukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan. 

Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan dalam melaksanakan tugas 

dan kewajiban menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : 

1. Perumusan Kebijakan dinas di bidang perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, 

evaluasi dan laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang 

perumahan dan kawasan pemukiman, serta urusan pemerintahan bidang 

pertanahan. 
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2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan daerah bidang perumahan dan 

kawasan permukiman, serta urusan pemerintahan bidang pertanahan. 

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dinas sesuai dengan ketentuan dan / 

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

4. Pelaksanaan administrasi dinas dan pelayanan umum sesuai dengan 

ketentuan dan / atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

5. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

Susunan Organisasi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Dinas 

b.Sekretaris, membawahkan: 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2.Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan ; 

c. Bidang Perumahan dan Pemukiman, membawahkan: 

1.Seksi Perumahan; 

2.Seksi Pemukiman; 

3.Seksi Pertamanan dan Pemakaman; 

d.Bidang Air Bersih dan Sanitasi, membawahkan: 

1.Seksi Bina Air Bersih; 

2.Seksi Bina Sanitasi; 

3.Seksi Pengendalian Pemanfaatan sarana Air Bersih dan Sanitasi. 

e. Bidang Pertanahan membawahkan: 

1.Seksi Pengadaan Tanah; 

2.Seksi Data, Inventarisasi dan Permasalahan Tanah. 
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KEADAAN PEGAWAI DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN 

PERTANAHAN 

PENDIDIKAN

FORMAL

1. IV/c 1
IV/b 1
IV/a 3

2. III/d 10
III/c 16
III/b 15
III/a 15

3. II/d 9
II/c 4

II/b 4
II/a 2

4. I/d 4
I/c 7
I/b
I/a

5. TENAGA 91

SUKARELA
9 4 31 2 39 6

182

KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2019

NO. GOL
PEGAWAI 

DAERAH
TB / TKS

SD SLTP SLTA D III D IV S1 S2

0 39 64 31

TOTAL PEGAWAI

JUMLAH 91 91 9

 

Gambar 1.1 

Keadaan Pegawai Dinas Perumahan Kawasan dan Pertanahan 
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Gambar 1.2 

Data Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan 
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Berdasarkan susunan organisasi tersebut di atas, PD Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan terbagi ke dalam 1 

sekretariat, 3 bidang, sebagaimana digambarkan pada Gambar 1.3 
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FUNGSIONAL 

SUB. BAGIAN UMUM DAN  
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SEKSI DATA, INVENTARISASI & 
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1.1 Rencana Strategis Pemerintah Kabupaten Cianjur 

1.1.1 Visi 

Visi disebut sebagai pandangan jangka panjang. Perangkat Daerah merupakan 

penunjang bagi Pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Cianjur dalam upaya 

mewujudkanVisi Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 yaitu“Cianjur Lebih 

Sejahtera dan Berakhlakul Karimah” . Memperhatikan Visi tersebut diatas kata kunci 

pertama yaitu kalimat sejahtera merefleksikan meningkatnya kehidupan masyarakat 

Kabupaten Cianjur di semua bidang baik dalam bidang pemerintahan maupun bidang 

infrastruktur. 

1.1.2 Misi 

Untuk meningkatkan  capaian indikator kesejahteraan masyarakat pada khususnya, dan 

untuk mendukung keberhasilan pembangunan pada umumnya memerlukan peningkatan 

profesionalisme aparatur pemerintah dengan di tunjang tercapainya keberhasilan 

pembangunan secara fisik yang sesuai dengan Tupoksi pada Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan.  

Berdasarkan mandat yang diemban oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan (DPKPP) sebagaimana yang tercantum di dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 

76 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan maka untuk mewujudkan Visi pemerintah Kabupaten Cianjur tersebut di atas, 

sepertiberkewajiban untuk mewujudkan misi kesatu pembangunan jangka menengah 

Kabipaten Cianjur, yaitu : “Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur yang terintegrasi dan 

berwawasan lingkungan” dan Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di 

bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

BAB II  

PERENCANAAN KINERJA  
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1.1.3 Tujuan  

Tujuan dari Perjanjian Kinerja tahun 2018 pada Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan merupakan penjabaran atau implementasi dari 

pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan yaitu : 

1. Mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang layak huni dengan 

prasarana dan sarana umum dalam kondisi baik. 

2. Menyediakan tanah untuk kepentingan umum. 

 

1.1.4 Sasaran 

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin 

dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai 

tujuan. Sasaran yang akan dicapai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan dari Tujuan 1 yaitu : 

1. Meningkatnya Akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana air 

bersih dan sanitasi lingkungan permukiman. 

2. Berkurangnya Kawasan Kumuh. 

3. Meningkatnya RTH (Ruang Terbuka Hijau ) Kota yang tertata. 
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Sasaran yang akan dicapai Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan dari Tujuan 2 yaitu : 

1.  Meningkatnya Ketersediaan tanah untuk kegiatan pembangunan dan 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

 

 

 

1.1.5 Arah Kebijakan 

Kebijakan adalah arah yang diambil dalam menentukan bentuk konfigurasi 

program dan kegiatan untuk mencapai tujuan. Kabijakan dapat bersifat internal, 

yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan, 

maupun bersifat eksternal, yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan 

memfasilitasi kagiatan masyarakat. 

Secara garis besar arah  kebijakan Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman 

dan Pertanahan  Kabupaten Cianjur adalah: 

Bidang Air Bersih dan Sanitasi 

     - Pembangunan sarana dan prasarna air bersih. 

     - Pembangunan sarana dan prasarana sanitasi. 

     - Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Baku 
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B. Bidang Perumahan dan Permukiman 

    - Pembangunan jalan lingkungan/jalan setapak . 

    - Pembangunan jembatan gantung/plat. 

    - Peningkatan ketersediaan  PSU di perumahan dan permukiman. 

    - Pemenuhan infrastrukter rumah tidak layak huni. 

    - Mengurangi luasan permukiman kumuh di perkotaan. 

     - Pembangunan Ruang Terbuka Hijau. 

C. Bidang Pertanahan  

     - Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Sekabupaten Cianjur. 

    - Mengurangi Permasalahan Pertanahan. 

1.1.6 Program dan Kegiatan 

Dengan berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Cianjur tersebut, serta 

kondisi daerah pada saat ini maka disusun kembali Program Kerja Dinas untuk tahun 

2019 ,agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan, yaitu sebagai berikut : 

1. Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku. 

a) Pembangunan Prasarana Pengambilan dan Saluran Pembawa Air Baku 

2. Program Pengembangan Kinerja Air Minum, Sanitasi dan Air Limbah. 

a) Pengelolaan Pamsimas 

b) Pengelolaan SANIMAS 

c) Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Minun (DAK) 

d) Pembangunan Sarana Dan Prasarana Sanitasi Komunal (DAK) 

e) Rehabilitasi atau Pemeliharaan sarana Penyediaan Air Minum (SPAM)(-L) 

f) Pembangunan Sarana MCK 

g) Pembangunan Sarana dan Prasarana Air MInum Penugasan (DAK) 
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3. Program Lingkungan Sehat dan Perumahan. 

a) Penanganan Kawasan Kumuh Perkotaan 

b) Pembangunan Prasaana dan Sarana Umum (PSU) Perumahan  

c) Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Perdesaan 

d) Penataan Lingkungan Pemukiman Penduduk Pedesaan dalam 

rangka kinerja pemerintah 

e) Pembangunan Jembatan Gantung/Jembatan Plat  

f) Pembangunan Jalan Lingkungan/Setapak Wilayah I Banprov 2019 

4. Program Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Wilayah Perkotaan. 

a) Penataan RTH 

b) Pemeliharaan RTH 

5. Program Pengelolaan Areal Pemakaman. 

a) Pengelolaan Areal Pemakaman 

6. Program Administrasi Pertanahan. 

a) Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Sekabupaten Cianjur 

b) Penyelesaian Masalah Pertanahan 

1.2  Perjanjian Kinerja  

Perjanjian Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai 

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana 

Strategsi, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai 

kegiatan tahunan. 

Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda 

penyusunan dari kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi 

untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam rencana kinerja ditetapkan 

rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada 

tingkat sasaran dan kegiatan melalui penetapan kinerja Dinas Perumahan 

Kawasan Permukiman dan Peratamanan Kabupaten Cianjur Tahun 2019. 
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Perjanjian Kinerja berpedoman pada dokumen RPJMD Tahun 2016-2021, 

Renstra Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan PertanahanKabupaten 

Cianjur Tahun 2016-2021, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019 dan 

Dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019. 

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan 

yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan 

terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan 

wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan 

penyusunan perjanjian kinerja, yaitu :  

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk 

meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.  

2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar revaluasi kinerja aparatur.  

3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran 

organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi. 

4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melukukan monitoring, evaluasi dan 

supervise atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah. 
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Perjanjian Kinerja Tahun 2019 disusun berdasarkan pada Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas 

Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Tahun 2019 disajikan dalam tabel berikut : 
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Alokasi Anggaran Persasaran Strategis 

Anggaran Belanja Langsung Tahun 2019 Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur yang dialokasikan untuk pencapaian 

sasaran strategis adalah sebagai berikut :  

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja  Anggaran  
% 

Anggaran  

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 
 
 
 
 

3. 

Meningkatnya akses masyarakat terhadap  air bersih dan 

sanitasi lingkungan permukiman 

  

  

 

 

 

Berkurangnya kawasan kumuh 

 

 

 

  

  

Meningkatnya RTH Kota yang tertata 

  

Persentase Tersedianya 

Air Baku untuk 

memenuhi kebutuhan 

pokok minimal sehari 

hari  

Persentase Rumah 

Tangga yang 

mendapatkan Akses Air 

Bersih 

Persentase Rumah 

Tangga Bersanitasi  

Persentase Penanganan 

Luasan Permukiman 

Kumuh di Kawasan 

Perkotaan 

Persentase Rumah Tidak 

Layak Huni 

Meningkatnya RTH 

Kota yang tertata 

Persentase Daya 

Tampung Pemakaman 

Umum Wilayah 

Perkotaan 

Rp. 1.927.802.550 
 
 
 
Rp. 7.727.753.000 
 
 
 
Rp. 13.250.000.000 
 
Rp.    2.655.000.000 
 
 
 
 
 
Rp. 4.875.208.000 
 
Rp.      550.000.000 
 
 
 

      
 
 
 

18.61 % 
 
 
 
 
 

2.16 % 
 
 
 
 
 

4.41 % 
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Meningkatnya Ketersediaan tanah untuk kegiatan 

pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat 

 

Persentase peningkatan 

lahan milik pemda 

 

Rp. 24.254.365.500 

 
19.70 % 
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3.1 Capaian Kinerja Organisasi 

Pengukuran capaian kinerja, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan pada Tahun 2019 telah sesuai dengan format pengukuran kinerja 

sebagaimana yang termuat dalam peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintahan, yaitu dengan cara membandingkan antara realisasi 

capaian indikator kinerja dengan target indikator kinerja sasaran yang telah 

ditetapkan dalam perjanjian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Pertamanan Kabupaten Cianjur Tahun 2019. Evaluasi terhadap pencapaian setiap 

indikator kinerja bertujuan untuk mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan 

kendala dalam rangka pencapaian Misi, agar dapat dipelajari guna perbaikan 

pelaksanaan program dan kegiatan dimasa yang akan datang. 

Dokumen Perjanjian Kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja 

karena telah mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya yang dimiliki Dinas 

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur tahun 2019 

sehingga dapat menggambarkan kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman 

dan Pertanahan Kabupaten Cianjur secara realistis dihubungkan dengan anggaran 

yang tersedia mengacu pada ketentuan yang berlaku, kinerja Dinas Perumahan 

Kawasan Permukiman dan Pertanahan berdasarkan tingkat pencapaian sasaran, 

indikator sasaran dan menggambarkan pula tingkat capaian pada program/ 

kegiatan. Untuk mengetahui gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan 

program/ kegiatan dilakukan melalui media rencana kinerja yang dibandingkan 

dengan realisasinya. Pencapaian sasaran diperoleh dengan cara membandingkan 

target dengan realisasi indikator sasaran melalui media formulir pengukuran kinerja.  

BAB III  

AKUNTABILITAS 

KINERJA  
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Kemudian atas hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk 

mengetahui keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis Dinas 

Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur. 

Guna mempermudah interpretasi atas pencapaian indikator kinerja sasaran 

Pemerintah Kabupaten Cianjur tersebut digunakan skala nilai peringkat kinerja yang 

mengacu pada formulir Tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 

Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan 

Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana pada tabel berikut : 

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja 

No 
Interval Nilai Realisasi 

Kinerja 

Kriteria Penilaian Realisasi 

Kinerja 

1. 91 ≥ Sangat Tinggi 

2. 76 ≤ 90 Tinggi 

3. 66 ≤ 75 Sedang 

4. 51 ≤ 65 Rendah 

5. ≤ 50 Sangat Rendah 

 

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu 

indikator dapat dimaknai sebagai berikut: 

1) Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi 

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi 

target    dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja. 
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2) Hasil Sedang 

Gradasi cukup menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi 

persyaratan minimal. 

3) Hasil Rendah dan Sangat Rendah 

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum 

memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang 

diharapkan. 
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3.1.1 Capaian Indikator Kinerja Utama  (IKU) 2019 Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kabupaten Cianjur 

 

Pencapaian IKU tahun 2019 secara ringkas ditunjukan dalam table berikut : 

Tabel 3.2 Pencapaian IKU 

No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Rumus Perhitungan 
Target 

% 

Realisasi 

% 

Capaian 

% 

1 Meningkatnya akses 

masyarakat terhadap sarana 

dan prasarana air bersih dan 

sanitasi lingkungan 

permukiman. 

Persentase Rumah Tangga 

yang Mendapatkan Akses 

Air Bersih 

Jumlah Rumah Tangga 

Pengguna Air Minum / 

Jumlah Seluruh Rumah 

Tangga x 100 % 

80.5 83.99 103.8 

Persentase Rumah Tangga 

bersanitasi 

Jumlah Rumah Tinggal 

Berakses Sanitasi / Jumlah 

Seluruh Rumah Tangga x 

100% 

75.58 75.88 100.39 

Persentase Tersedianya 

Air Baku untuk memenuhi 

Jumlah Air Baku Terpelihara / 

Jumlah Sumber air Baku x 

100 % 

64.87 62.90 96.69 
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No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama Rumus Perhitungan 
Target 

% 

Realisasi 

% 

Capaian 

% 

Kebutuhan Pokok Minimal 

sehari-hari 

2 Meningkatnya ketersediaan 

tanah untuk kegiatan 

pembangunan dan 

mewujudkan kesejahteraan 

masyarakat. 

Persentase Peningkatan 

Lahan milik pemda 

Jumlah Luas Lahan 

Bersertifikat / Jumlah Luas 

Lahan Tersertifikat dalam 

Satu Tahun x 100 

100 83 83 

3 Berkurangnya Kawasan 

Kumuh 

Persentase Penanganan 

Luasan Permukiman 

Kumuh di Kawasan 

Perkotaan 

Luas Ligkungan Permukiman 

Kumuh yang ditangani/Luas 

Permukiman Kumuh Wilayah 

Perkotaan x 100 % 

68.84 72.26 104.96 

4 Meningkatnya RTH Kota 

yang tertata 

Persentase RTH di Wilayah 

Perkotaan 

Jumlah RTH yang Ditata/ 

 Luas RTH Yang ada 
9.26 8.03 86.72 
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Pengukuran Kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kabupaten Cianjur dilakukan dengan mengumpulkan data kinerja dari masing-

masing bidang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab penyedia data kinerja 

berdasarkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai, dan dari instansi lain yang terkait 

seperti Dinas Kependudukan dan Catatan sipil dan lain sebagainya. 

Adapun Tingkat Capaian IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan tergambar dalam gambar Grafik sebagai berikut : 

Gambar 3.1 

Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Utama DPKPP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tingkat capaian IKU Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan 

Kabupaten Cianjur yang tergambar dalam gambar dan terukur dalam tabel 

pengukuran Capaian IKU dengan rata-rata capaian IKU  melebihi dari 100 % yang 

terdiri dari  6 Indikator Kinerja Utama (IKU) yang targetnya mencapai nilai interval 91 

≥ dengan kriteria sangat tinggi,  yang kriterianya tinggi dengan interval 76 ≤ 90 yaitu 

1 indikator persentase Lahan milik pemda dan Iindikator Meningkatnya RTH Kota 

yang tertata.
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Berikut table pengukuran kinerja yang dapat disajikan dalam table di bawah : 

No Indikator 
Capaian 
2018 

2019 Target akhir 
renstra 
(2021) 

Capaian s/d 
2019  terhadap 

2021 % 
Target Realisasi % Capaian 

1 Persentase Rumah Tangga 
yang Mendapatkan Akses 
Air Bersih 

100.17 64.87% 62.90% 96.69% 68.87 96.69% 

2 Persentase Rumah Tangga 
bersanitasi 

103.41 75.58% 75.88% 100.39% 83.77 94.49% 

3 Persentase Tersedianya Air 
Baku untuk memenuhi 
Kebutuhan Pokok 
Minimal sehari-hari 

101.22 80.5% 83.99% 103.8% 90 103.8% 

4 Persentase Peningkatan 
Lahan milik pemda 

90 100% 83% 83% 100 83% 

5 Persentase Penanganan 
Luasan Permukiman 
Kumuh di Kawasan 
Perkotaan 

118.10 68.84% 72.26% 104.96% 100 104.96% 

6 Persentase RTH di 
Wilayah Perkotaan 

396.28 9.26% 8.03% 86 % 13.26 86 % 

7. Persetase Daya Tampung 
Pemakaman Umum 
Wilayah Perkotaan 

43% 27 % 34% 20% 25 20% 
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No Sasaran Strategis Indikator 
Capian Indikator 

Kinerja yang ≥ 100% 

Penyerapan 

Anggaran 

Tingkat 

efesiensi 

1 Meningkatnya akses 

masyarakat terhadap  air 

bersih dan sanitasi lingkungan 

permukiman 

Persentase Rumah 

Tangga yang 

Mendapatkan Akses 

Air Bersih 

103.8% 86.36% 13.64 % 

2 Berkurangnya kawasan 

kumuh 

 

Persentase 

Penanganan Luasan 

Permukiman Kumuh di 

Kawasan Perkotaan 

104.96% 94.94% 5.06% 

Realisasi Thun 20190.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

1 2 3 4 5 6 7

Realisasi Thun 2019 83.6271.7562.9072.268.03%83.0034.00

Realisasi Tahun 2018 76.9770.9862.8962.9028.77 90% 43.00

A
x
is

 T
it
le

Grafik Perbandingan Kinerja DPKPP
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Sasaran 1
29%

Sasaran 2
24%

Sasaran 3
30%

Sasaran 4
17%

Sasaran 1 Sasaran 2 Sasaran 3 Sasaran 4

 

 

 

 

3.1.2 Capaian Indikator Kinerja Sasaran 2019 Dinas Perumahan Kawasan 

  Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur 

Capaian kinerja sasaran dihitung dari 4 (empat) sasaran strategis dan 

7 (tujuh) indikator kinerja, dengan rincian sebagai berikut : 

¶  3 indikator kinerja dari sasaran 1 

¶ 1 indikator kinerja dari sasaran 2 

¶ 2 indikator kinerja dari sasaran 3 

¶ 1 indikator kinerja sari sasaran 4 

Berikut gambaran rata-rata pencapaian Kinerja Sasaran yang ada pada Dinas 

Perumahan Kawasan permukiman dan pertanahan Kabupaten Cianjur. 

Gambar 3.2 

Pencapaian Rata-rata Kinerja Sasaran pada DPKPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adapun tingkat Capaian Kinerja Dinas Perumahan Kawasan 

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur Tahun 2019 berdasarkan 

hasil pengukurannya dalam tabel sebagai berikut : 
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Tabel 3.3 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2019 

 

No 

 

 

Sasaran Strategis 

 

Indikator Kinerja 

 

Satuan 

 

Target 

 

Realisai 

 

Capaian 

Kinerja 

1. Meningkatnya Akses 
masyarakat terhadap 
sarana dan prasarana air 
bersih dan sanitasi 
lingkungan 
permukiman. 

Persentase Tersedianya 
Air Baku untuk 
memenuhi Kebutuhan 
Minimal sehari-hari 

% 64.87 62.90 96.69 

Persentase Rumah tangga 
yang mendapatkan akses 
air bersih 

% 80.5 83.99 103.8 

Persentase Rumah tangga 
Bersanitasi 

% 75.58 75.88 100.39 

2. 
Berkurangnya Kawasan 
Kumuh 
 

Persentase Penanganan 
Luasan Permukiman 
Kumuh di Kawasan 
Perkotaan 

% 68.84 72.26 104.96 

3. 

 

Meningkatnya RTH 
(Ruang Terbuka Hijau ) 
Kota yang tertata. 
 

Persentase RTH di 
Wilayah Perkotaan 

% 9.26 8.03 86 

Persentase Daya 
Tampung Pemakaman 
Umum Wilayah 
Perkotaan. 

% 27 34 20 

4. Meningkatnya 
ketersediaan tanah untuk 
Kegiatan Pembangunan 
dan Mewujudkan 
Kesejahteraan 
Masyarakat 

Persentase Peningkatan 
lahan milik pemda 

% 100 83 83 
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SASARAN 1 

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mempunyai peran 

strategis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, memberi kontribusi 

dalam pertumbuhan ekonomi, serta bagi peningkatan kualitas Lingkungan 

Hidup. Infrastruktur seperti prasarana air bersih, sanitasi dan penataan 

kawasan kumuh akan meningkatkan kualitas lingkungan masyarakat. 

Demikian juga penyediaan permukiman yang layak huni serta prasarana jalan 

yang baik akan meningkatkan kualitas lingkungan. 

Sasaran Meningkatnya Akses Masyarakat terhadap sarana dan prasarana air 

bersih dan sanitasi lingkungan permukiman sebagai perwujudan untuk 

meningkatkan derajat kesehatan serta membudidayakan perilaku hidup 

bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat. Sanitasi adalah usaha 

kesehatan masyarakat yang menitikberatkan pada pengawasan terhadap 

berbagai faktor lingkungan yang mempengaruhi derajat kesehatan manusia. 

Sedangkan sanitasi dasar adalah sanitasi minimum yang diperlukan untuk 

menyediakan lingkungan sehat yang memenuhi syarat kesehatan yang 

menitikberatkan pada pengawasan berbagai faktor lingkungan yang 

mempengaruhi derajat kesehatan manusia. Upaya sanitasi dasar meliputi 

penyediaan air bersih, pembuangan kotoran manusia MCK dan Instalasi 

Pengolah Air Limbah / IPAL) 

Sebagai perbandingan Capaian Kinerja pada sasaran 1 dapat di sajikan dalam 

tabel sebagai berikut : 

Tabel 3.4 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 

 
Indikator Kinerja 

Kondisi 
Kinerja 
Awal 

Renstra 
2017 

Hasil 
S / d 
2018 

 

Target 
2019 

Realisasi 
2019 

Tercapai / 
Tidak 

Tercapai 

Hasil 
S / d 
2019 

Target 
Akhir 

Renstra 
2021 

Persentase Tersedianya 
Air Baku untuk 
memenuhi Kebutuhan 
Minimal sehari-hari 

60.38 62.89 64.87 62.98 X 62.98 68.87 % 

Persentase Rumah 
Tangga yang 
mendapatkan akses air 
bersih 

60.29 76.97 80.5 83.99 V 83.99 90 % 

Persentase Rumah 
Tangga Bersanitasi 

60.55 70.98 75.58 75.88 V 75.88 83.77 % 

Sumber : Bidang Air Bersih dan Sanitasi,  

angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak mencapai target.
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62.84

62.86

62.88

62.9

2017
2018

2019

A
xi
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2017 2018 2019

Series1 62.87 62.89 62.9

Progres Capaian Kinerja 
Persentase Tersedianya Air Baku untuk 

memenuhi Kebutuhan Minimal sehari-hari

 

 

 

Sedangkan perbandingan Capaian Kinerja perindikator dapat disajikan pada table 

dan grafik sebagai berikut :  

Tabel 3.5 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 

 

Indikator Kinerja 

Capaian 

kinerja 

tahun 2019 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

Renstra 

2016 

Hasil 

S / d 

2018 

 

Target 

2019 

Realisasi 

2019 

Tercapai / 

Tidak 

Tercapai 

Hasil 

S / d 

2018 

Target 

Akhir 

Renstra 

2021 

Persentase Tersedianya Air 

Baku untuk memenuhi 

Kebutuhan Minimal sehari-

hari 

93.88 % 58.87 % 
62.89 

% 
64.87% 62.90% x 62.90 68.87 % 

Sumber : Bidang Air Bersih dan Sanitasi,  

angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak mencapai target. 

Perhitungan tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari yaitu seperti dibawah 

ini : 
 

    +ÅÔÅÒÓÅÄÉÁÁÎ ÁÉÒ ÂÁËÕ ÄÁÒÉ ÉÎÓÔÁÌÁÓÉ ÐÅÎÇÅÌÏÌÁÁÎ ÁÉÒ

*ÕÍÌÁÈ ËÅÂÕÔÕÈÁÎ ÁÉÒ ÂÁËÕ ÂÅÒÄÁÓÁÒËÁÎ ÔÁÒÇÅÔ ÍÄÇᴂÓ
 Ø ρππϷ

     τχςȢωτχ

χυρȢψτφ
 Ø ρππ Ϸ φςȢωπ Ϸ 

 

Gambar 3.3 

Grafik Pencapaian Sasaran 1 

 



 

 

3
1

 

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur 

0

20

40

60

80

2017
2018

2019

A
xi

s 
Ti

tl
e

2017 2018 2019

Series1 44.2 62.9 72.26

Progres Capaian Kinerja 
Persentase Tersedianya Air Baku untuk 

memenuhi Kebutuhan Minimal sehari-hari

 

 

Tabel 3.6 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 

 
Indikator Kinerja 

Capaian 
kinerja 
tahun 
2019 

Kondisi 
Kinerja 
Awal 

Renstra 
2016 

Hasil 
S / d 
2018 

 

Target 
2019 

Realisasi 
2019 

Tercapai 
/  

Tidak 
Tercapai 

Hasil 
S / d 
2019 

Target 
Akhir 

Renstra 
2021 

Persentase Rumah 
Tangga yang 
mendapatkan akses 
air bersih 

104.33 % 59.46 % 76.97 % 80.5 % 83.99% v 83.99 % 90 % 

Sumber : Bidang Air Bersih dan Sanitasi, angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak 

mencapai target. 

 

Perhitungan Rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih yaitu seperti 

dibawah ini : 

 

      
         

  
 Ø ρππϷ

     Ȣ

Ȣ
 Ø ρππ Ϸ ψσȢωω Ϸ 

 

Gambar 3.4 

Grafik Pencapaian Sasaran 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3
2

 

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur 

0

20

40

60

80

2017
2018

2019

2017 2018 2019

Series1 44.2 62.9 72.26

Progres Capaian Kinerja 
Persentase Rumah Tangga Bersanitasi

 

 

Tabel 3.7 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 

 
Indikator Kinerja 

Capaian 
kinerja 
tahun 
2019 

Kondisi 
Kinerja 
Awal 

Renstra 
2016 

Hasil 
S / d 
2018 

 

Target 
2019 

Realisa
si 

2019 

Tercap
ai / 

Tidak 
Tercap

ai 

Hasil 
S / d 
2019 

Target 
Akhir 

Renstra 
2021 

Persentase Rumah 
Tangga Bersanitasi 

110.64 % 58.76 % 70.98 
% 

68.58 
% 

75.88% v 75.88% 83.77 % 

Sumber : Bidang Air Bersih dan Sanitasi,  

angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak mencapai target. 

Perhitungan rumah tangga bersanitasi yang mendapatkan akses air bersih yaitu seperti dibawah 

ini : 

      
        

  
 Ø ρππϷ

    Ȣ
 Ø ρππ Ϸ χυȢψψ Ϸ 

Gambar 3.5 
Grafik Pencapaian Sasaran 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Persentase Tersedianya Air Baku untuk memenuhi kebutuhan Minimal sehari 

hari merupakan akses pelayanan bagi masyarakat dalam memperoleh kehidupan 

yang bersih, untuk mewujudkan hal tersebut pemerintah melalui pembangunan 

Prasarana Pengambilan dan Saluran pembawa Air Baku, berupa pembangunan 

Sumur dangkal yang tersebar di wilayah Kabupaten Cianjur, upaya tersebut sangat 

berkontribusi besar terhadap capaian dan persentase Tersedianya Air Baku untuk 

memenuhi kebutuhan minimal sehari-hari di Kabupaten Cianjur yang ada pada tahun 

2019 terealisasi 64.87 %. Atau 93.88 % dari target tahun 2019 sebesar 64.87 % hal ini 

menunjukan bahwa untuk indikator persentase tersedianya air baku untuk  
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kebutuhan sehari-hari belum mencapai  target yang ditetapkan untuk tahun 2019 

yaitu sebesar 62.87 %, akan tetapi guna meningkatkan capaian tersebut pada tahun 

depan masih perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana penyediaan dan 

pengelolaan air baku. Untuk 2 (dua) indikator kinerja lainnya, yaitu :  

1. Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air bersih target tahun 

2019 80.5 % realisasi 83.62% 

2. Persentase rumah tangga berakses sanitasi target tahun 2019 75.58 % 

realisasi 75.88 % 

Capaian kinerja dari kedua indikator diatas mencapai lebih dari 100%, hal  tersebut 

dikarenakan banyaknya anggaran bantuan baik dari provinsi, APBN dan DAK, 

sehingga jumlah rumahtangga yang mendapatkan akses air minum dan sanitasi 

bertambah. 

Permasalahan : 

1. Sulitnya mencari sumber mata air baik untuk pembangunan sarana air bersih 

maupun sarana sanitasi. 

2. Sulitnya mencari lahan untuk sarana sanitasi dan air bersih 

3. Masih banyaknya penduduk yang buang air besar sembarangan tentu 

menyebabkan buruknya kualitas air, terutama pada sumbersumber air yang 

seharusnya menjadi sumber penghidupan warga. Dengan tingkat populasi 

yang tinggi, namun kesadaran lingkungan yang rendah semakin 

memperparah kondisi tersebut. 

4. Permasalahan/hambatan dengan pertimbangan aspek sosial, rendahnya 

kesadaran masyarakat terhadap lingkungan tempat tinggalnya. 

5. Permasalahan/hambatan dengan pertimbangan aspek teknologi, kurangnya 

teknologi yang memadai untuk mengatasi permasalahan akses air bersih dan 

sanitasi. Namun, perlu kita garis bawahi terlebih dahulu. Pengadaan teknologi 

yang canggih dalam mengatasi masalah ini tentunya erat kaitannya dengan 

masyarakatnya sendiri. Kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam 

mengelola dan merawat sarana dan fasilitas yang telah disediakan 

merupakan kunci utama dalam penerapan teknologi yang digunakan. Oleh 

karena itu keterlibatan warga masyarakat dalam pengelolaan air bersih dan 

sanitasi merupakan titik sentral dalam pemberdayaan. 

6. Keterbatasan Anggaran
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Solusi : 

1. Menerapkan teknologi yang lebih baik untuk mencari sumber air 

2. Mencari lahan milik desa atau pemerintah daerah untuk sarana sanitasi dan 

air bersih 

3. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan mengadakan 

sosialisasi guna membangun pelajaran publik dan informasi lingkungan untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri 

4. Menumbuh kembangkan kemampuan masyarakat dalam mengelola 

lingkungan yang berwawasan budaya. 

5. Mencari sumber anggaran lain seperti dari Provinsi, APBN, DAK. 

Persentase Rumah tangga yang mendapatkan air bersih dan Persentase 

Rumah Tangga yang Bersanitasi  merupakan  issue yang sama dengan 

Persentase Tersedianya Air Baku untuk memenuhi kebutuhan minimal sehari 

hari yaitu meningkatkan akses pelayanan bagi masyarakat dalam 

memperoleh kehidupan yang bersih, yang diwujudkan oleh pemerintah 

melalui beberapa kegiatan yang tertuang dalam table Alokasi Anggaran 

Persasaran Strategis terhadap Belanja Langsung Dinas Perumahan Kawasan 

Pemukiman dan Pertanahan. 

SASARAN 2 

Munculnya permukiman kumuh di Kabupaten Cianjur, disebabkan oleh dua faktor 

yaitu faktor fisik dan faktor nonfisik. Faktor fisik lebih cenderung pada tersedianya 

lahan di perkotaan yang semakin berkurang menyebabkan penduduk membuat 

permukiman di lahan-lahan yang tidak diperuntukkan, contohnya bantaran sungai, 

sawah, rawa dan lahan terbuka lainnya. Sedang faktor nonfisik disebabkan karena 

tingginya harga lahan untuk membuat perumahan menjadikan para penduduk, 

khusunya penduduk dengan tingkat ekonomi menengah kebawah bermukim di 

daerah-daerah yang ilegal karena ketidakmampuan untuk membeli lahan-lahan 

tersebut. Berikut Gambaran Kawasan Kumuh di Wilayah Perkotaan Kabupaten 

Cianjur. 

Sesuai dengan SK Bupati Nomor 648/Kep.196-Tarkim/2014 tentang penetapan lokasi 

kawasan permukiman kumuh di Kabupaten Cianjur Daftar Lokasi Kawasan 

Permukiman Kumuh di Kabupaten Cianjur yaitu :
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No Lokasi Kelurahan/Desa Nama Kawasan Rukun Warga Luas (Ha) Posisi Geografis 
1 Kelurahan Muka Kecamatan 

Cianjur 
Cimenteng 10,13,19,20,21 3.2 φτψςχȟςψS-10708'43,53% 

2 Kelurahan Sayang 
Kecamatan Cianjur 

Pabuaran Pasarbeas 
Pataruman  
Gang Rinjani 

05,06,07,18,20 
11 
14 

 
8,0 
4,0 
4,3 

 

φτωσψȟυρͼ3-10708'42,71"% 
φτωτςȟσχͼS-10708'28,30"% 
φτωσφȟφφͼS-10708'24,72"% 

3 Kelurahan Pamoyanan 
Kecamatan Cianjur 

Bantaran Sungai Cianjur Loji 07,09 
18 

5,0 
3,0 

φτωρψȟσπͼS-10708'12",01% 
φτωςρȟψχͼS-10708'3,76% 

4 Desa Babakan karet  
Kecamatan Cianjur 

Kareo 02,11 4,40 φτψπχȟωφͼS-10707'33,18% 

5 Desa Sindangjaya 
Kecamatan Cipanas 

Dusun I 01 2,50 φτσςχȟχχͼS-10702,5",36% 

JUMLAH 18 34,40  

Perbandingan Capaian Kinerja pada sasaran 2 dapat di sajikan dalam table sebgai berikut : 

Tabel 3.8 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 

 
Indikator Kinerja 

Kondisi 
Kinerja 
Awal 

Renstra 
2016 

Hasil 
S / d 
2018 

 

Target 
2019 

Realisasi 
2019 

Tercap
ai / 

Tidak 
Tercap

ai 

Hasil 
S / d 
2018 

Target 
Akhir 

Renstra 
2021 

Persentase Penanganan 
Luasan Permukiman 
Kumuh di Kawasan 
Perkotaan 

56.7% 62.91 % 68.84% 72.26 V 72.26% 100 % 

Sumber : Bidang Perumahan dan Pemukiman, Ket: *) angka sementara, **) 

    angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak mencapai target.
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Perhitungan penangan luasan permukiman kumuh di kawasan perkotaan yaitu 

seperti dibawah ini : 

      
          

    
 Ø ρππϷ

  Ȣ

Ȣ
 Ø ρππ Ϸ

χςȢςφ Ϸ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Strategis yang ke 2 Berkurangnya Kawasan Kumuh mempunyai 1 indiktaor 

kinerja yaitu Persentase Penanganan Luasan Permukiman Kumuh di Kawasan Perkotaan 

dengan realisasi 72.26% dari target 68.84 %Dalam hal ini Dinas Perumahan Kawasan dan 

Pertanahan Kabupaten Cianjur telah berupaya secara maksimal untuk mencapai target 

dengan melakukan pembangunan untuk penanganan luasan kawasan kumuh di kawasan 

perkotaan yaitu kegiatan sebagai berikut : 

1. Pembangunan jalan setapak/jalan gang 

2. Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni 

3. Penataan drainase dan sarana sanitasi 

4. Penanganan Kawasan Kumuh perkotaan 

5. Penataan Lingkungan Permukiman Penduduk Perdesaan 

6. Pembangunan Jembatan Gantung / Plat  
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Upaya-upaya kegiatan pembangunan di atas, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman tidak 

hanya melakukan penataan di perkotaan saja karena kemunculan kawasan permukiman 

kumuh diakibatkan karena adanya daya tarik daerah perkotaan yang memiliki tingkat 

pelayanan fasilitas kota yang tinggi, banyaknya lowongan pekerjaan dan kemudahan  

jangkauan. Daya tarik tersebut semakin diperkuat oleh adanya pengaruh dari wilayah desa 

(non urban) yaitu rendahnya fasilitas tingkat pelayanan, sempitnya lapangan pekerjaan, 

sulitnya pengembangan perekonomian dan makin  berkurangnya lahan produktif. Kedua 

faktor tersebut mempengaruhi keinginan  penduduk desa untuk berpindah ke kota yang 

menyebabkan timbulnya berbagai macam masalah, yang berawal dari rendahnya 

pengetahuan, keterampilan, modal dan kesadaran yang mereka miliki. Kondisi ini 

mendorong timbulnya kawasan  permukiman di daerah perkotaan maka di adakannya 

kegiatan yang mendukung sasaran 2 ini yaitu pembangunan jembatan dan pembangunan 

prasarana dan sarana umum perumahan (PSU) yang sebagian di arahkan ke wilayah selatan 

hal ini untuk mencegah terjadinya urbanisasi karena kalau sarana dan prasarana di wilayah 

pedesaan terfasilitasi masyarakat pedesaan mampu mengembangkan daerahnhya sendiri 

untuk peluang usaha demi kehidupan yang sejahtera untuk masyarakat itu sendiri yang 

sesuai dengan Visi Kabupaten Cianjur. 

SASARAN 3 

Penurunan kualitas lingkungan menyebabkan penurunan tingkat produktifias masyarakat, 

menurunkan tingkat kesehatan dan angka harapan hidup masyarakat, bahkan dapat 

menyebabkan kelainan genetik dan penurunan tingkat kecerdasan anak-anak. Selain itu, 

terjadi perubahan perilaku masyarakat akibat kurangnya ruang kota yang dapat menyalurkan 

kebutuhan interaksi sosial dan pelepas ketegangan yang dialami oleh masyarakat perkotaan. 

Isu tentang kurangnya penyelenggaraan "Ruang Terbuka Hijau (RTH)" di perkotaan, baik 

secara kualitatif maupun kuantitatif, mendorong terjadinya penurunan kualitas lingkungan. 

Kurang proporsionalnya ketersediaan RTH menyebabkan rendahnya tingkat kenyamanan 

kota, menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat dan dapat menghilangkan nilai-nilai 

budaya local. 
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Selama ini pengelolaan /pembangunan RTH masih belum maksimal hal ini disebabkan karena 

kurangnya keterlibatan stakeholder dalam penyelenggaraan RTH. Keterlibatan stakeholder 

dan adanya sumber daya manusia yang memadai akan meningkatkan tersedianya ruang 

terbuka hijau bagi masyarakat. 

Ketersediaan lahan di perkotaan semakin lama semakin terbatas, tetapi ada lahan di 

perkotaan yang dibiarkan terlantar dan kurang dimanfaatkan.Perebutan penggunaan ruang, 

khususnya pada jalur pedestrian sebagai tempat untuk penghijauan jalan, seringkali memicu 

konflik kepentingan. Fungsi jalur pedestrian seringkali dinomorduakan, pemanfaatan 

pedestrian jauh dari fungsi utamanya.Permasalahan dan isu penting tentang 

penyelenggaraan RTH perlu dicermati untuk mencari pemecahan yang komprehensif, 

dengan pendekatan yang holistik maka penyelenggaraan RTH perkotaan akan dapat 

dijalankan sesuai dengan maksud dan tujuannya. Berikut gambaran pencapaian RTH pada 

sasaran 3 

Tabel 4.1 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 

 
Indikator Kinerja 

Kondisi 
Kinerja 
Awal 

Renstra 
2016 

Hasil 
S / d 
2018 

 

Target 
2019 

Realisasi 
2019 

Tercapai 
/  

Tidak 
Tercapai 

Hasil 
S / d 
2019 

Target 
Akhir 

Renstra 
2021 

Persentase RTH 
Taman di wilayah 
perkotaan 

1 % 28.77 % 9.26% 8.03 % x 8.03% 13.26
% 

Persentase Daya 
Tampung 
Pemakaman Umum 
Wilayah Perkotaan 

- 43 28 % 34 % ã 34 % 25 % 

Sumber : Bidang Perumahan dan Pemukiman,  

angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak mencapai target. 
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Tabel 4.2 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 

 

Indikator Kinerja 

Capaian 

kinerja 

tahun 2017 

Kondisi 

Kinerja 

Awal 

Renstra 

2016 

Hasil 

S / d 

2017 

 

Target 

2019 

Realisasi 

2019 

Tercapai / 

Tidak 

Tercapai 

Hasil 

S / d 

2019 

Target 

Akhir 

Renstra 

2021 

Persentase RTH 

Taman di wilayah 

perkotaan 

5.26% 0 % 28.77 

% 

9.26 

% 

8.03% x 8.03 % 13.26% 

Sumber : Bidang Perumahan dan Pemukiman,  

angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak mencapai target. 

Perhitungan   Taman diwilayah perkotaan yaitu seperti dibawah ini : 

      
        

   
 Ø ρππϷ

 Ȣ

      Ȣ
 Ø ρππ Ϸ ψȢπσ Ϸ 

Gambar 3.9 

Grafik Pencapaian Persentase RTH Taman di wilayah perkotaan  
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Tabel 4.3 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 
 

 
Indikator Kinerja 

Capaian 
kinerja 
tahun 
2017 

Kondisi 
Kinerja 
Awal 

Renstra 
2016 

Hasil 
S / d 
2018 

 

Targ
et 

2019 

Realis
asi 

2019 

Tercapa
i /  

Tidak 
Tercapa

i 

Hasil 
S / d 
2019 

Target 
Akhir 

Renstra 
2021 

Persentase Daya 
Tampung 
Pemakaman Umum 
Wilayah Perkotaan 

44% - 43% 28 % 34 % √ 34 % 25 % 

Sumber : Bidang Perumahan dan Pemukiman,  
angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak mencapai target. 

Perhitungan Daya Tampung Pemakaman Umum wilayah perkotaan yaitu seperti dibawah ini: 

      
        

   
 Ø ρππϷ

     Ȣ

      Ȣ
 Ø ρππ Ϸ στ Ϸ 

Gambar 3.9 

Grafik Pencapaian Sasaran 3 
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Pada Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur 

Permasalah RTH (Ruang Terbuka Hijau) disajikan dalam Sasaran 3 yaitu Meningkatnya RTH 

(Ruang Terbuka Hijau) Kota yang tertata, dengan 2 indikator Kinerja yaitu Persentase RTH 

Taman di Wilayah Perkotaan dan Persentase Daya Tampung Pemakaman Umum Wilayah 

Perkotaan. Indikator tersebut dapat terealisasi 8.03 % dari indicator Persentase RTH Taman 

di wilayah Perkotaan dan 34% dari indicator persentase Pemakaman.  

Table-tabel dan grafik-grafik diatas menunjukan hasil akhir capaian kinerja Dinas Perumahan 

Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur untuk sasaran 3 (tiga) yaitu 

“meningkatnya RTH (Ruang Terbuka Hijau) Kota yang tertata” 

Pencapaian sasaran ini ditunjang oleh 2 indikator, yaitu : 

1. Persentase RTH taman di wilayah perkotaan Terget 2019 sebesar 9.26%, realisasi 

sebesar 8.03 % 

2. Persentase Daya tampung Pemakaman Umum Wilayah Perkotaan Target, tahun 

2019 sebesar 28%, realisasi sebesar 34%. 

Hasil capaian kinerja dari sasaran 3 adalah “sangat baik” hal ini dikarenakan banyaknya 

kegiatan yang menunjang terciptanya Ruang terbuka hijau lebih banyak di banding tahun 

tahun sebelumnya. 

SASARAN 4 

Pembangunan tidak akan terselesaikan tanpa adanya penambahan lahan untuk kepentingan 

pembangunan, maka dari itu Dinas Perumahan Kawasan Permukiman sesuai dengan tugas 

pokok dan fungsinya menjadikan hal tersebut sebagai sasaran yaitu “Meningkatkan 

Ketersediaan tanah untuk Kegiatan Pembangunan dan Mewujudkan Kesejahteraan 

Masyarakat”, dengan Indikator Kinerja Persentase peningkatan lahan milik pemda.  
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Berikut gambaran pencapaian pada sasaran 4. 

Tabel 4.4 : Pengukuran Capaian Perjanjian Kinerja 

 
Indikator Kinerja 

Capaian 
kinerja 
tahun 
2017 

Kondisi 
Kinerja 
Awal 

Renstra 
2016 

Hasil 
S / d 
2018 

 

Targ
et 

2019 

Realisa
si 

2019 

Tercapai 
/  

Tidak 
Tercapai 

Hasil 
S / d 
2019 

Target 
Akhir 

Renstra 
2021 

Persentase 
Peningkatan lahan 
milik pemda 

80 - 100
% 

100 
% 

83 % x 83% 100 % 

Sumber : Bidang Pertanahan,  

angka sangat sementara,. √ = mencapai target, X = tidak mencapai target. 

 
Gambar 4.0 

Grafik Pencapaian Sasaran 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dengan target 100 % pada tahun 2019 dan dapat di realisasikan juga 83% dari 

perencanaan yang telah direncanakan pada tahun 2019. Hal ini disebabkan tidak adanya 

kesepakatan harga antara pemilik tanah dengan pemerintah daerah, sehingga pengadaan 

tanah beberapa lokasi tidak dapat terselesaikan. 
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Permasalahan dalam pencapaian indikator peningkatan lahan milik Pemda adalah : 

1. Tidak adanya data kebutuhan tanah dari instansi pemerintah daerah yang 

membutuhkan lahan. 

2. Perencanaan pengadaan tanah dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan 

kegiatan pengadaan tanah (dalam tahun yang sama) 

3. Sulitnya mencapai kesepakatan harga dengan pemilik tanah. 

Solusi : 

1. Menyusun data keperluan tanah serta perencanaanya satu tahun sebelum 

pelaksanaan pengadaan tanah. 

2. Mengadakan sosialisai serta musyawarah tentang harga tanah secara berulang-

ulang dengan pemilik tanah, sehingga tercapai kesepakatan harga.
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3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Realisasi Anggaran 

Akuntabilitas keuangan yang dipergunakan sebagai bahan pendukung capaian kinerja Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Cianjur Tahun 2019 disajikan sebagai dasar untuk melakukan evaluasi. 

Tabel 3.8 Realisai Kinerja dan Anggaran 
No Sasaran 

Strategis 
Indikator 
Kinerja 

2018 PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Capaian 
(%) 

Target % Realisasi 
% 

% Capaian 

1 Meningkatnya 
akses 
masyarakat 
terhadap air 
bersih dan 
sanitasi 
lingkungan 
pemukiman 

Persentase 
Tersedianya Air 
Baku untuk 
memenuhin 
Kebutuhan 
pokok minimal 
sehari-hari 

64.87 62.90 96.96 Program Penyediaan dan 
Pengelolaan Air Baku 

 

   

       Pembangunan 
Prasarana 
Pengambilan dan 
Saluran Pembawa 
Air Baku 

Rp.1.878.023.000,- Rp.1.665.701.714,- 88.69 

      Program Pengembangan 
Kinaerja Air Minum, Sanitasi 
dan Air Limbah 

 
   

  Persentase 
Rumah tangga 
yang 
mendapatkan 
akses air bersih 

80.5% 83.62% 103.87%  Pengelolaan 
PAMSIMAS 

Rp.1.107.793.000,- Rp.1.079.973.000 90.84  

       Pembangunan 
Sarana dan 
Prasarana Air 
Minum (DAK) 
Reguler 

Rp.3.819.960.000,- Rp.3.018.932.425,- 79.03 



 

 

4
5

 

Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur 

No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

2018 PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Capaian 
(%) 

Target % Realisasi 
% 

% Capaian 

       Pembangunan 
Sarana dan 
Prasarana Air 
Minum (DAK) 
Penugasan 

Rp. 2.800.000.000,- Rp.2.135.261.265,- 76.26 

  Persentase 
Rumah Tangga 
Bersanitasi 

75.58 75.88 100.39  Pembangunan MCK  
Rp. 5.750.000.000,- Rp.5.387.057.114,- 93.69 

       Pembangunan 
Sarana Dan 
Prasarana Sanitasi 
Komunal (DAK) 

Rp. 7.500.000.000,- Rp. 7.494.878.300,- 99.93 

2 Berkurangnya 
Kawasan 
Kumuh 

Persentase 
Penangan 
Luasan 
Pemukiman 
Kumuh di 
kawasan 
perkotaan 

68.84% 72.26 104.96 Program Lingkungan Sehat 
Perumahan 

 

   

       Penanganan 
Kawasan Kumuh 
Perkotaan 

Rp. 2.655.000.000,- Rp. 2.520.598.672,- 94.94 

       Pembangunan 
Prasarana dan 
Sarana Umum 
(PSU) 

Rp. 21.195.000.000,- Rp. 20.188.431,- 95.25 

       Penataan 
Lingkungan 
Permukiman 
Penduduk 
Perdesaan 

Rp.3.450.000.000,- Rp.3.265.619.353,- 94.66 

       Pembangunan 
Jembatan 

Rp.1.975.000.000,- Rp.1.745.893.485,- 88.40 
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No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

2018 PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Capaian 
(%) 

Target % Realisasi 
% 

% Capaian 

Gantung/Jembatan 
Plat 

       Penataan 
Lingkungan dalam 
rangka Peningkatan 
Kinerja Pemerintah 
Daerah  

Rp. 3.570.000.000,- Rp. 3.433.626.487,- 96,18 

       Pembangunan 
Jalan 
Lingkungan/Setapa
kWilayah I Banprov 
I 2019 

Rp. 29.000.000.000 Rp27.522.667.862,- 94.91 

3 Meningkatnya 
RTH Kota yang 
tertata 

Persentase RTH 
Taman di 
wilayah 
perkotaan 

9.26 8.03 86.71 Program Pengelolaan Areal 
Pemakaman 

 

   

       Pengelolaan Areal 
Pemakaman 

Rp. 88.700.000,- Rp.65.968.000,- 74.37 

      Program Pengelolaan Ruang 
Terbuka Hijau (RTH) 

 
   

       Penataan RTH Rp. 3.988.278.000,- Rp.3.791..232.002,- 95.06 

       Pemeliharaan RTH Rp. 886.930.000,- Rp. 867.782.441,- 97.84 

4 Meningkatnya 
ketersediaan 
tanah untuk 
kegiatan 
pembangunan 
dan 
mewujudkan 
kesejahteraan 
masyarakat 

Persentase 
peningkatan 
lahan milik 
pemda 

100 83 83 Program Administrasi 
Pertanahan 

 

   

       Pengadaan Tanah 
untuk Kepentingan 

Rp.24.081.730.500,- Rp. 18.072.570.861,- 75.05 
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No Sasaran 
Strategis 

Indikator 
Kinerja 

2018 PROGRAM KEGIATAN ANGGARAN 
(Rp) 

Realisasi 
(Rp) 

Capaian 
(%) 

Target % Realisasi 
% 

% Capaian 

Umum 
Sekabupaten 
Cianjur 

       Penyelesaian 
Masalah 
Pertanahan 

Rp. 172.635.000,- Rp. 150.090.600,- 86.94 
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A. KESIMPULAN 

 Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah proses 

pembuatan dan pelaksanaan kebijakan public berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, 

akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-

prinsip penyelenggaraan pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan 

kebijakan yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari masyarakat 

terhadap kinerja pelayanan publik  

Laporan ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran daerah yang tertuang dalam 

jabaran visi, misi dan strategi Pemerintah Daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan program sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan dalam 

indikator kinerja daerah Hasil evaluasi dan analisis pencapaian indikator sasaran pada Dinas 

Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur terhadap 3 (tiga) 

sasaran yang mencakup 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran adalah bahwa 6 (enam) indikator 

kinerja sasaran mencapai kategori sangat Tinggi atau ≥ 91%, 3 (satu) indikator kinerja sasaran 

mencapai kategori sedang atau rata-rata 50%.Hal tersebut menunjukkan bahwa 

perencanaan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Cianjur 

perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang 

mendukung pencapaian Visi dan Misi Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan 

Pertanahan Kabupaten Cianjur. 

 

 

 

 

 

 

BAB IV  

PENUTUP 
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B. SARAN 

 Berdasarkan data capaian indikator kinerja tentu diharapkan perbaikan dan 

mempertahankan keberhasilan dimaksud, diharapkan ; 

1. Perlunya pencermatan dan evaluasi program yang mempengaruhi langsung 

terhadap capaian indikator kinerja 

2.  Adanyan dukungan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan lainnya untuk 

perbaikan dan tetap menjaga keberhasilan pembangunan. 

3. Perlunya antisipasi terhadap kondisi external yang mempengaruhi pencapaian 

indikator kinerja daerah yang bersifat makro dan tidak dapat diintervensi  

4. Perlunya peningkatan pengetahuan, kemampuan dan keahlian aparatur 

pemerintah Kabupaten Batang Hari dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi 

masing-masing Untuk mewujudkan reformasi birokrasi. 

5. Perlunya perbaikan sarana dan pra sarana penunjang pelaksanaan tugas aparatur 

untuk meningkatkan pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat 

 


